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E/Iﬁhanﬁcnad Hifzil (2022): Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir
22 2 Nomor 49 Tahun 2019 Tentang
) § o Penyelenggaraan Pendidikan anti Korupsi Pada
“g’,@,_ o Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Figih
< BB Siyasah

e =

o 8 =
‘g—}@c nelitian ini dilatar belakangi karena korupsi adalah salah satu
egmasatahan yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia saat ini, hal ini

gi@sa ngrlunya Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan untuk dapat

thengatasi persoalan korupsi sejak dini agar nantinya re-generasi bangsa
memahdi bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang bukan hanya merugikan
diri serfdliri tapi juga orang lain. Oleh karena itu penulis memilih penelitian
%engan flidul Pelaksanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan menurut
finjauan fiqih siyasah.
= Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
endidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di kecamatan Reteh, dan
mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
ﬁelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019
tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di
Kecamatan Reteh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
gendekatan kualitatif ~deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis
fmenggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipasif,
@/awancara semiterstuktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
Qahwa galam pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di
gecama:fan Reteh mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49
n%ahun 2019, yang dimana penanaman nilai-nilai anti korupsi lebih di integrasikan
Pada mgdta pelajaran yang sudah ada seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan
Bendidiﬁan Agama Islam. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung
Belaksafiaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh
adalah adanya sosialisasi dan pelatihan anti korupsi yang pernah dilakukan oleh
Koordirator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh bersama Kejaksaan Negeri
Tembilahan yang dibantu oleh Aparat Penegak Hukum Sektor Kecamatan, serta
adanya.fegulasi yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Kemudian
terkait dengan faktor penghambat dalam Pelaksanaan pendidikan anti korupsi
pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah minimnya pengetahuan pihak
satuan §endidikan yang dalam hal ini sekolah menengah pertama yang ada di
Kecamdtan Reteh terkait Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019
tentang;npenyelenggaraan pendidikan anti korupsi karena sosialisasi yang
dilakukan tidak berjenjang dan berkelanjutan, dan tidak adanya aturan khusus
mengenai turunan dari peraturan bupati yang seharusnya di buat dan dikeluarkan
oleh Kgordinator Wilayah Pendidika Kecamatan sebagai lembaga pengawas
pendidiEan di Kecamatan, serta minimnya sarana prasarana serta tenaga pendidik

nery v
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ya beberapa faktor penghambat sehingga dapat menggangu dalam proses
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tekSpelaksanaanya masih belum terlaksana secara maksimal, karena masih
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a

@ “iyyah (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan). Yang dimana dalam
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ilifungi Urfgang-Undang

AN A= mW:.%:Ms@E_U sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mr hmv a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
|/€D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

s - 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memahami matari korupsi secara spesifik. Dan dalam Tinjauan figih siyasah
yattu Dbeykaitan dengan kajian siyasah dusturiyah atau Siyasah Tanfidziyyah
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§§ Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT,
ga =
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5 g =
5 I§ingg§ dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca
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o) (=
¥ang cinta akan ilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis
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BerhasiPimenyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati
2 =
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S

ndragﬁfi Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

nti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”
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Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka

umjuedsusw e

engan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran

B
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enulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai
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ihak. Terimakasih kepada:
1. g_epada kedua orang tua, Ayahanda H.M Taher dan Ibunda Hj. Junaida
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@serta segenap keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan
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&aik secara moril maupun materil, serta senantiasa memberikan suport,
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motivasi dan do’a sehingga ananda selaku penulis mampu menyelesaikan
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§kripsi dan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
~

@,egeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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2. Brof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri
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afahan dalam penyusunan skripsi ini
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Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan
S
Q

jgsa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas
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£ ©
S EE PENDAHULUAN
g O
1y =
o (¢}
.3Latar Belakang Masalah
S o
‘ié 3 Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-
Q =
ében@k dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk
=
=1 2
gme@(iskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi

:Jaquins ueyingaAusw uep uesjwnjuedsusw edue) 1ul sin) eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbupsu Buele|q |

tumE_uh suburnya berbagai kejahatan.*
; Dalam definisinya korupsi memilki pengertian secara etimologis,
)
sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi.
Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio
berasal dari kata corrumpere. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa
Eropa, seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Perancis yakni corruption dan
Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata corruptie
diseg@p ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai,
kor@)si dinamakan gin moung, artinya makan bangsa; dalam bahasa China,
tanviii_J, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, oshuku, yang
A
bera@i kerja kotor.?

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan,

JISIdA

kebaatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
»n

kes@ian. Sedangkan Istilah  korupsi yang telah diterima dalam
~

=]
perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat
<

)

e
e

¥Syed Hussain Alatas,Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: LP3ES, 1987),him.96
ko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi,( Yogyakarta:Ombak Dua,

2013),hing;'19.

nery
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disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya,

s ©

%‘peljguatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan
: B

csebagainya” .

5 ©

g o Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang
2 g

[

adimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang,
3 ~

«Q

md%k pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya Baharudin Lopa

6uepgn-

merﬁutip pendapat David M.Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam
»

berb;ljgai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, Yyang
berrgbungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut
bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi
“financial manipulations and deliction injurious to the economy are often
labeled corrupt”.?

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat

dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut:
w»

sesugtu yang bersifast amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut
jaba(fan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam
jaba(f:én karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan

=]
pent’gbrhpatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan
-t

jabafén.

Q
o Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk
=

dip@ahkan saat ini di Indonesia, korupsi marak terjadi hampir di semua

wn
bidahg dan sektor pembangunan. Korupsi telah menjangkiti bukan hanya di

D, AL

#Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Pendidik@i Budaya Anti Korupsi( Jakarta: 2011),him.24.

nery
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nd - Yl

SIC
hnit l

_\/ﬂ tlngkat pusat, namun juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang
X
%oallng kecil di daerah. Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan
5
;&(eruglan yang besar korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja,
5 o
gtetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan
c 3
[

-Gueg

asyarakat. Selain berdampak pada bidang ekonomi, korupsi juga berdampak
~

adag bidang sosial masyarakat, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia,

Buegtcl)n

pertghanan dan keamanan, kesehatan, bahkan bidang pendidikan.*

»

i Tercatat sejarah perkorupsian di Indonesia masa rezim orde baru
(1965_?-1998). Soeharto mengeluarkan keputusan presiden nomor 90 tahun
1995 keppres ini menghimbau untuk menyumbang 2 persen dari keuntungnya

untuk yayasan dana mandiri. Dan dari hasil penyidikan kasus tujuh yayasan

soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000an halaman. Berkas ini berisi hasil

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, uang negara 400 miliyar

mengalir ke yayasan dana mandiri antara tahun 1996 dan 19981. Sedangkan
w»

padagrezim orde reformasi(1998-2009), pada masa pemerintahan presiden Gus

DurEdan Megawati. Sejumlah menteri terlibat kasus korupsi, salah satu di

-
-

anta'éanya menteri agama Said Agil Husein al-Munawwar yang di seret secara

JJaquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul sin} eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|iq ‘|

paké‘:a' ke pengadilan, dan Mentri Negara BUMN yang terlibat dalam penjualan
seju%’nlah aset negara (kapal tengker milik pertamina)®.

iu'; Selanjutnya mengenai proyek pengadaan pipa pengangkutan bahan
baké'_r minyak (BBM) di Jawa, melibatkan mantan direktur pertamina faisal

wn
Abdd’oe, bos Bimantara Rosano Barack dan Siti Hardiyanti Rukmana.

i

14

wNia Andina,Skripsi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ( UNY : 2019)
LHakim Muda Harab,Ayat ayat Korupsi (Yogyakarta: gama media:2009) him.35

U

nery



AV VYSAS NIN

JDU

®

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

'cc;l)

I

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

= S

Kerugian negara di taksir hingga US$ 31,4 juta. Kemudian kasus Bank

i;’,oerrmangunan Indonesia (Bapindo) pada tahun 1993 dengan terdakwa Eddy
g::Tanal Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar 1,3 triliun rupiah3. Lalu
gk su% bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus BLBI merugikan
gneg%a senilai 138,4 triliun rupiah.

% ; Dalam kasus BLBI ini menyeret sejumlah pejabat, diantaranya mantan
@

b&nur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono dan beberapa mantan
pejasbat Bl seperti Hendrobudiyanto, paul sutopo, Heru Supraptomo.
Kergjdian kasus korupsi dalam badan urusan logistik (Bulog) dengan
tersangka direktur utama Bulog Widjanarko puspoyo, ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor sapi Australia yang merugikan
negara sebesar 11 triliun rupiah.®

Menuju Ke era presiden Soesilo Bambang Yudoyono yang menjabat
dua periode yaitu dari tahun 2004 hingga 2014. Di periode ini banyak sekali
terc§at kasus korupsi dari kader presiden sendiri partai demokrat. Di mulai
dari%asus Hambalang, proyek pengadaan listrik, dan juga wisma atlit yang
kaSL?énya pun tak kunjung selesai di alihkan terus menerus oleh politik media
sehi%’gga tingkat kesadaran masyarakat tentang pemerintah yang korup inipun

2]
merAudar seiring peralihan pemberitaan di media sosial.

Menuju Era Jokowi Dodo yang juga menjabat dua periode yaitu dari

Ins jo

tah@ 2014-2019 lalu di periode kedua dari tahun 2019-2025. Di periode

wn
pertdma berdasrakan berita yang dikeluarkan oleh TribunJambi.com, banyak

ey Jux

v

%bid,him.39

nery v
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terungkap kasus korupsi di era Jokowi Dodo diantaranya kasus E-KTP oleh

£ ©

%setyg Novanto selaku mantan Ketua DPR, korupsi berjamaah yang dilakukan
1

"_c’:yang, dilakukan olen DPRD Malang, kasus suap jabatan di lingkaran
3 ©

§Kementr|an Agama oleh mantan ketua Umum PPP, kasus suap senilai RP. 14,
c 3

[

u

a7 Mi_ﬂiar Menpora Imam Nahrawi dan sederet kasus lainnya yang sebelumnya

-Bue

csudﬁ berlansung diera Susilo Bambang Yudhoyono lalu terungkap pada era

pu

Bue

Jok@vi Dodo.’
w

o Lalu diperiode kedua kasus korupsi kembali hadir dari Idrus Marham
yangmenerima suap RP. 2,25 milliar atas kasus proyek pembangkit listrik
PLTU Riau 1. Idrus bersama wakil Ketua Komisi Energi DPR kala itu, Eni
Saragih menerima suap untuk meluluskan proyek PLTU Riau 1. Selanjutnya
Kasus Korupsi atas ekspor benih lobster oleh menteri Menteri Kelautan
Perikanan Edhy Prabowo yang berupa suap perizinan tambak atau komoditas
perairan jenis laiinya. Dan pada 5 Desember 2021 KPK kembali menetapkan
sala§ satu menetri Jokowi sebagai tersangka, adalah Menteri Sosial Juliari
Pet% Batubara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait

V]
pengadaan bantuan sosial Covid-19.2

Dari beberapa data tersebut mungkin belum dapat menejalskan secara

ATuqf 2

deta@ terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, namun dapat
merﬁgambarkan bahwa memang kasus Kkorupsi sangat membutuhkan
perhﬁtian khusus oleh pemerintah dalam upaya pencegahan serta

~
pemaerantasannya.

<
1Y)
~

Thttps://jambi.tribunnews.com/2018/12/01/sudirman-said-trenk-korupsi-di-era-jokowi-

menyedih&an-600-pejabat-publik-terjerat-kasus, ( di akses pada 20 April 2021).

%ttps:/lwww.cnbcindonesia.com/news/20201207105304—4207304/4—meneter—iokowi—

dari-parpgi-tercyduk-kpk, (di akses pada 20 April 2021)

nery
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Indonesia adalah bentuk negara hukum (rechstaat), bukan negara

gkekb_%saan (machstaat) sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini
Epera;%ti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan
gkepgpa hukum, dalam arti cita hukum (rechtsidee) yang di dalamnya
gmen%andung cita-cita luhur bangsa Indonesia.’ Ditinjau dari sisi hukum, upaya
‘Ecpengerantasan praktik korupsi terus dilakukan, upaya itu semakin gencar
gdila?ukan setelah lahirnya era Reformasi.

=

% Beberapa produk-produk hukum sudah diterbitkan baik dari aspek
hukgn materiil maupun aspek formil. Baru kemudian pada tahun 2002,
dibecntuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan konsideran
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK
dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak korupsi
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi.*

«» Dalam upaya pemberantasan korupsi kendala yang diihadapi oleh

e}

pemErintah Indonesia secara garis besar adalah :

1. éendahya Integritas dan etika aparatur negara atau penyelengggara negara
gembuat seringkali tanpa malu menggunakan kekuasaannya untuk
éielakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah, Penyimpangan tersebut
é&ilah satunya digunakan untuk “merampas” uang negara secara sistematis,
E’éhkan seringkali hal itu dilakukan secara terorganisir.

2. gelum optimalnya program reformasi birokrasi yang dilaksanakan

wn
merintah sehingga upaya mewujudkan good governance dan goverment

M JII

ihat Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi

SeY
=
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belum dapat terlaksana dengan baik. Akibatnya peluang terjadinya korupsi

£ ©

% masih terbuka lebar dalam praktik penyelenggaraannya.**

g O

§ : Dengan  diberlakukannya sistmem  Otonomi Daerah yang

3 B

Smemberlakukan asas desentralisasi, diharapkan lebih memudahkan pemerintah
3

alam upaya pemberantasan korupsi karena Pemerintah Pusat memberikan
-~

pu -Sue&.ln 16

ua% kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya Yyang

Bue

didagjarkan pada asas , sistem, tujuan, dan landasan hukum.'? Sebagai daerah
»

otor;;zm, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan

untuié membuat Perda dan peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan

urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, contohnya dalam pembuatan

aturan mengenai tindak pidana korupsi.

Merujuk pada pengertian asas desentralisasi yaitu penyerahan
wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, dan

w»
pen%lenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan
dik%upaten dan kota.™® Dengan melihat beberapa faktor yang menjadi
kené;éla pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagai upaya
pen(%lgahan tindak pidana korupsi, serta untuk memberikan pemahaman
-
tenté'qg korupsi maka dipandang perlu bagi anak usia sekolah untuk

Q
mengdapatkan pelajaran dan pendidikan terkait korupsi atau tindak pidana
=

kortg)si.

wn

—
B Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi,

( Jakarta =Sinar Grafika, 2016).him,120.

#Monterio, Josef Mario,Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah,(Yogyakarta

Pustaka %stisia,ZOlG), him.1

ﬁAbu Samah, Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah,hlm.36-37.
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Dalam Figih Siyasah yang mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil
§amr§ sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat

o

PI%

g2 @ | - 1 . .

== JE o By 2 g7 0 s E g~ o 3 £oo s 25
205 2 ST iy 052501 Tl A Tl e Gl G
«Q

é ’3’; ’/'3.4/ i~ . s ,:‘; A4 BN SEE AN | (3}7 o7 . A s -
2 W 2505 AL Oy 5 &S Of Jgu 15 bl ) 0938 o (8 § Ao
e |8 g

¢ B ey Fa oo E s ,
§ Z BL.{;L’ lejp-d/UJ
«Q n

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad),dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-
Nisa’/4:59).

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa diantara amal-amal saleh yang
penting adalah melaksanakan amanah dan menetapkan hukum anatara
manusia dengan adil dan jujur.®® Dan juga suatu kewajiban yang penting

ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan Ulil
»n

Lol
1) . . . o B
Umetr. Dimana ulil amri adalah orang yang memilki wewenang dan kekuasaan

Ll

1]
untlg mengemban suatu urusan atau tugas. Meskipun para ulama berbeda

-
Pt

pen@_apat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala
=]

neg%a, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi’ah mengartikan ulil amri
-t

]

den@én imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada

(0]

ma@a ulil amri dari figh dusturiah adalah ahlul halli wal aqdi.'® Ahlul halli

uel|

gérifariyanti dan Afsya Septa Nugraha,Prinsi Kepemimpinan Dalam Perspektif Q.S An-

Nisa: 58-89

BKementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Tafsirnya(Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia,

2012), hif196.

gA.Djaqui,Fiqh Siyasah,Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu

Syariah, @akarta:Kencana, 2003) him.59
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wal aqgdi menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam

s O - 17

2menentukan kebijakan.

§E = . .

9 o Maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan
2 B

§Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Anti
2y

[

8Kortpsi. Maksud di  tetapkannya Peraturan Bupati ini  untuk
3 ~

«Q

gmengelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan dalam

Bue

Ranﬁka membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri,
(7))

disiﬁin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, dan adil serta mampu
Py

beragaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti
luhur.

Dalam hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri
Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Anti
Korupsi pada satuan pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah

kelo&npok layanan pendidikan formal , terstruktur dan berjenjenjang , terdiri

Lol

atas:.’;l'aman Kanak-Kanak (TK), satuan jenjang pendidikan dasar (SD), satuan
pengTdikan jenjang menengah pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh
pems?intah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.'® Maka dari itu

Pt v

<
Pendidikan formal memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal pelaksanaan

danfpenyelenggara dan juga Dinas Pendidikan selaku lembaga pengawas dan

n
pemuat kebijakan terkait hal pendidikan baik itu Dinas Pendidikan
~

=

Kabupaten kota maupun Koordinator Wilayah pendidikan di kecamatan.
<
0

’-{
Hlbid.h.76
¥ Lihat penjelasan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republlkandonesm Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pendidikan karakter pada satuan pendidikan

fo

rmal

nery wr
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis menitik fokuskan penelitiannya

%dl K?camatan Reteh. Reteh merupakan salah satu daerah kecamatan yang ada
édl Kigbupaten Indragiri Hilir, dan yang menjadi subjek penelitian adalah terkait
gke E’:akan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh tentang hal
gpela?k’sanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang
%pen%lenggaraaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di
‘gkec@natan Reteh selaku lembaga pengawasan dan juga merupakan
»
perp;l;njangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir serta

bebe;fapa satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada di
Kecamatan Reteh yaitu SMP Negeri 1 Reteh, SMP Negeri 3 Reteh dan SMP
Islam Alhusniyah selaku pihak pelaksana pendidikan anti korupsi.

Dalam hal Pelaksanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan
Pendidikan di Kecamatan Reteh, Koordniator Wilayah Pendidikan Kecamatan
Rete::ﬁ sendiri tidak membuat kebijakan khusus terkait pelaksanaan pendidikan
anti?orupsi, namun hanya tentang pendidikan berkarakter sebagaimana yang
dimaat dalam kurikulum 2013. karena sebagai lembaga pengawas pendidikan
di kgcamatan juga memiliki fungsi koordinasi dengan pihak Dinas pendidikan
Kabgpaten Indragiri Hilir, jadi kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten

S
akarp dilaksakan lalu selanjutnya di Sosialikasikan ke Sekolah ataupun satuan

»n
pen@dikan yang ada dikecamatan Reteh.

ue

» Dan tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi dikecamatan Reteh

eA

koordinator Wilayah Pendidikan melaksanakannya berupa sosialiasi dan

pela@_han anti korupsi di kecamatan reteh yang pernah dilakukan bersama

nery w
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\

Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaaan Negeri

g O 1

~Tembilahan.

T o

3y =

§ o Dan pada satuan pendidikan SMP Negeri 1 Reteh dalam hal

5 o

gpelagsanaan pendidikan anti korupsi tidak dimuat khusus dalam kurikulum

2 g

gcpemy_elajaran dan Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang mata

3 ~

‘chelacj_aran anti korupsi, namun materi tentang korupsi termuat dalam salah satu

Q.

o Z

2matesi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN),?dan
c

seb%um adanya pandemi covid-19 ketika pelaksanaan upacara bendera setiap
hari?enin pagi yang disampaikan dalam bentuk janji siswa sebagai salah satu
metGde pembentukan nilai kejujuran, moral dan akhlak siswa.*

Di SMP Negeri 2 Reteh sendiri bentuk pelaksanaan pendidikan anti
korupsi juga tidak dimuat dalam kurikulum dan juga tidak terdapat mata
pelajaran khusus pendidikan anti korupsi (PAK), namun hanya di integrasikan
pada salah satu materi di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan di
mat?npelajaran pendidikan agama islam dalam bentuk penanaman nilai nilai
keb%kan yang berkaitan dengan akhlak dan moral siswa.? Selain itu nilai anti
kon?esi juga diajarkan dalam bentuk sikap kedisiplinan seperti pelaksanaan

=

barié‘;‘berbaris tepat waktu 15 menit sebelum dimulai nya kegiatan belajar
(e

men%ajar serta di setiap pelaksanaan upacara bendera hari senin pagi berupa
()

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

- . e .
pembacaan janji siswa.”®
S

Q

joa)

YBerdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Ghazali.,S.Pd Koordinator wilayah
Pendidikdh Kecamatan Reteh,

DBerdasarkan hasil wawancara dengan Kamisah, S.Pd Guru PKN dan Filmadeni,S.Pd
kaur KuriRulum SMP N 1 Reteh

<Berdasarkan hasil Wawancara dengan Herlina Heliawati,S.Pd Wakil Kepala Sekolah
SMP N 12Reteh

#Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursidah,SH Guru PKN dan Oning kartini, S.Ag
kaur KuriRulum SMP N 2 Reteh

%Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustika,S.Pd Wakil kepala sekolah SMP N 2
Reteh

nery wr
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£
)

Sedangkan pada SMP Negeri 3 Reteh pelaksanaan pendidikan anti

s ©
~korupsi juga tidak dimuat dalam kurikulum pembelajaran, dan juga tidak
g O
i_c’:,termfjat dalam materi khusus dalam mata pelajaran baik itu di pendidikan
1 B

1Bun

kewarganegaraan maupun mata pelajaran yang lain, tetapi penanaman nilai

. 3

ebatkan di sampaikan pada upacara hari senin yang dimuat dalam janji siswa
-~

-Su%gyn

epe%i pada point ke-5 yaitu menjadi warga masyarakat indonesia yang baik

Buepu

dan ﬁemuda indonesia yang bertanggung jawab.*

»

i Dan di SMP Islam Alhusniyah pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri
HiIiENomor 49 Tahun Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
memang pernah di sosialisaikan secara khusus pada tahun 2020, dan sempat
dimuat dalam kurikulum tentang pendidikan anti korupsi. Namun tidak
terealisasi secara maksimal karena minimnya tenaga pengajar atau pendidik
yang memahami materi secara khusus sehingga kebijakan dirubah, dan materi
anti korupsi lebih di integrasikan kembali pada mata pelajaran Pendidikan
ngganegaraan seperti SMP lain pada umumnya. Dan sebagai sekolah yang
bertgsis Islam penanaman nilai kebaikan, kejujuran juga dimuat dalam
bebgéapa mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, figih, dan sejarah
kebgiﬁayaan Islam sebagai bentuk pendidikan berkarakter.®
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Peraturan

Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

[ngjo A3181

2]

Pen

=2

idikan Anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh masih

Jedg u

S

23

“Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 3 Reteh Marwazi MZ,
Pd A
%Berdasarkan hasil wawancara dengan Amin HD.S.Sos Guru PKN SMP Islam

Alhusniygi dan Kepala Sekolah H.Syukur, S.Ag

nery
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menjadi permasalahan, karena dalam implementasi dan proses pelaksanaan

£ ©

%amgsekall belum efektif sesuai ketentuan peraturan yang ada, baik itu pada

5 Q

r:_::’:Dln;;ls Pendidikan Koordinator Wilayah kecamatan Reteh dan Juga pada

3 ©

gbeberapa satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada di
3

ecamatan Reteh.
oy

pun-ﬁue%un 1

; Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian

Bue

|Imi§h melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi,
»

unt% itu maka penulis memilih judul: “PELAKSANAAN PERATURAN

BU@ATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA

SATUAN PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH*

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

Penelitian Terdahulu

Mengenai pendidikan anti korupsi pernah menjadi penelitian Nia
Andn')@a pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Impelementasi Kebijakan
Pengidikan Anti Korupsi Di SMP Negeri 10 Yogyakarta”. Hasil Penelitian

V]
tersébut menggambarkan bagaimana Implementasi kebijakan pendidikan anti

Jaquuins ueyngakuaw uep uesuggiuesuaw eduey iUl sin) eAzey yninjas neje ueibeqgas dinbusw Buelejq ‘|

kortﬁsi yang dibuat oleh kepala sekolah SMP Negeri 10 Yogyakarta, dan
<

bagamana bentuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan seperti praktik
perréuatan slogan-slogan anti korupsi untuk senantiasa mengingatkan kepada

wn

sisv@-siswi tentang perilaku korupsi. Penelitian tersebut hanya mengkaji
~

tent;mg Implementasi kebijakan yang dibuat oleh Kepala sekolah SMP N 10
<

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

V)
Yogyakarta dan hanya terfokus pada satu sekolah saja yaitu SMP N 10

4
Yogyakarta.

nery w
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Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana

%pela?sanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019 tentang
X
;épen;elenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan menurut
©
gtlnjé’dan figih siyasah, dan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan
[
gpera;;uran yang dibuat oleh Kepala daerah yaitu Bupati Indragiri Hilir. Selain
é:qtu ;;enelltlan ini dilakukan tidak hanya pada satuan pendidikan saja,
«
melé')nkan di Koordinator Wilayah Pendidikan kecamatan juga selaku

Q
lembaga pendidikan ditingkat kecamatan yang merupakan perpanjangan

0]
tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang :
“Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang
w»

Penﬁelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Sekolah Menengah Pertama

di Kecamatan Reteh.

N o1

O :dequins ueyingaAusw uep uejwnjuedsuaurgdue) lul sin) eAiey yninjes neje uelbeqes dnnﬁuew Buese|q ‘L

Rumusan Masalah

9A

1. §agaimana Pelaksanaan Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun

Ay

2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan

ng

Rendidikan di Kecamatan Reteh?

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z
ue

2. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Bupati

Lie

@draglrl Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

se

Bendidikan Anti Korupsi di Kecamatan Reteh?

U

nery
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3. Dan Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati

r ©

% lpdragiri  Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
T o

o Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Reteh?

2 [

s o .

STujgan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu

n !

ujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :
»

1. Pntuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 49
-

Bug_gun-ﬁuepun

i,ahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada
éétuan Pendidikan di kecamatan Reteh

2. Untuk mengetahui Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Kecamatan Reteh

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Figih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan
p’ypati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

o)
Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Reteh

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat

dATU) 3Bwe[s

dari§isi, yaitu :
<

1. Manfaat Teoritis
n

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan

&S uejn

asukan bagi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh, Satuan

ndidikan Sekolah menengah Pertama yang ada di Kecamatan Reteh,

lam hal pembuatan kebijakan pendidikan, meningkatkan kurikulum

nery ugseygrie
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Buepun-Buepun 16unpuiig e3did yeH

1.

N

16

pembelajaran dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anti

©

korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh.
QO

glanfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan
pemikiran terkait Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor
49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan anti Korupsi
Pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Reteh.

Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang pendidikan dan

kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan

nely esns NIN ! Iw 23d

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

P

Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau

. Metode Penelitian

w»
Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian

ng bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

N\guweysy 33

teh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

Bs12/Qu

in-2lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

801(

n bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

emanfaatkan berbagi metode alamiah.”® Artinya penelitian ini akan

@G ugng

Ibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara

M JII

4

SBY

Lexy,j. Moleong,Metode Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi(Bandung:PT Remaja

Rosdakarya), 2018 him. 6

nery
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cermat dan seteliti mungkin berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
©

berlaku.

QO

x - -

kokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan

lw eyd

penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian

A

%ng diteliti. Adapun lokasi Penelitian ini di Kecamatan Reteh, Kabupaten
ffidragiri Hilir, Provinsi Riau.

%ubjek dan Objek

aI;J‘ Subjek dari penelitian ini adalah Koordinator Wilayah Pendidikan
- Kecamatan Reteh, Kepala atau Wakil Kepala Sekolah, Kaur

Kurikulum, Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama pada

Kecamatan Reteh

o

Objek Penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri
Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Anti Korupsi Pada satuan pendidikan
pulasi dan Sampel
Populasi

Populasi merupakan wilayahah generalisasi yang terdiri atas
subyek atau obyek yang mempunya kuantitas dan karakteristik yang
ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun
populasi dari penelitian ini adalah Koordinator Wilayah Pendidikan
Kecamatan Reteh, Kepala atau wakil kepala Sekolah, Kaur Kurikulum
dan tenaga pendidik Satuan Pendidikan Menengah Pertama di

kecamatan Reteh.

neny wisey JireAg uejpng yo AJIsIaArun dSPue[SPa3eIS
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Sampel
Sampel yang digunakan adalah Total Sampling yaitu sebuah
teknik penentuan sampel dengan cara semua anggota populasi

dijadikan sampel.?’

Adapun sampel yang digunakan terdiri dari:
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh 1 orang, Kepala
atau wakil kepala sekolah 4 orang, kaur kurikulum 4 orang, Tenaga

Pendidik 4 orang dan total 13 orang.

mber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a.

qey] jriedg uejng jo AFISIdATUN dIWER[S] d}8}S

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara
langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun
sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
langsung dari lapangan yaitu melalui dari sumber informan baik itu
individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan di Koordinator Wilayah
Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama pada Kecamatan Reteh.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunnder dalam penelitian ini digunakan sabagai
penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan

us

nery

‘Sugiyono,Metode Penelitia (Jakarta:Kencana,2010),him,155
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penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Studi
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan
penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip,
menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-
undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas.

eknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang

éiemiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak

boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-

ciri penelitian kulitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data®®

Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi
yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di
Kecamatan Reteh.

Wawancara

Wawancara adalah ~ Proses  memperoleh  penjelasan,
pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam
tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya
jawab yang bisa sambil bertatap muka langsung dengan informan

ataupun tanpa tatap muka

T
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ujarweni,V.Wiratama,Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami
a: Pustaka Baru Press,2014) h.31
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Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif,
sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-
buku, jurnal dan sebagainya.
Kajian kepustakaan

Yaitu penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan
kepustakaan yang memuat tori-teori yang berkaitan dengan penelitian

ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan

nely eysns NIAY!Iw eldioyeqH o ©

masalah.
Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis
kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek
normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu

Ymenguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan
o)

Satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”.? Dari hasil
1]

[

%alisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu
éjra berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan
=

&{as fakta-fakta yang bersifat khusus.

I

Ay

atika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman

S UEJIHSBD}O

pad@ buku panduan penulisan skrikpsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Untuk

I

M J

%Soerjono Soekarno,Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Universitas Indonesia Perss,

1986) hinx112

nery
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mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini,

;l';npumg eidig deH
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endtis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab
QO

karajdiuraikan menjadi sub-sub bab.

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : Latar Belakang Masalah,
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum
lokasi penelitian yang memuat tentang Kecamatan Reteh,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori, dari penelitian ini
berkenaan dengan: Pengertian Korupsi, Pengertian Pendidikan
Anti  Korupsi, kepemimpinan atau penyelenggara tugas dan

wewenang menurut figih siyasah.

: PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
Pada Satuan Pendidikan dan tinjaun Figih Siyasah terhadap
pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019
Tentang Penyelengaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Reteh.
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Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari serangkain pembahasan,
keterbatasan penelitian atau kendala-kendala dalam penelitian
serta sarana-sarana perlu disampaikan baik bagi penulis maupun

S
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m © Hak cipta milik r_m_l_.nz Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
<
m

/\ Hak Cipta Dilindungi c:nmsm._.mnmzu
AUMC..! 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
= a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ﬂv b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘w £

=0

UIN SUSKA RIAU
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1810 jeH O

aran Umum Kecamatan Reteh

10 e

ejarah Berdirinya Kecamatan Reteh
Nama Kecamatan Reteh berasal dari nama sebuah sungai. Sungai
rsebut bermuara 2 (dua) dan kedua-duanya muara tersebut di sungai

angsal. Muara Sungai Reteh yang pertama posisinya terletak di

eXenSaAIN A

pgrbatasan, Desa Sanglar dengan Desa Pulau Kecil yang sekarang dikenal

e

éengan sebutan Parit 20 atau Reteh Lama. Muara ke 2 (dua) terletak di
perbatasan Kota Baru Reteh dengan Kota Baru Seberida.*® Beberapa
sumber menyebutkan, Sungai Reteh itu sendiri berasal dari kata “ letih”.
Kata Letih menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tak

bertenaga, capek karena habis bekerja atau melakukan kegiatan berat.

w

elanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi Reteh.

Sebagian sumber lagi mengatakan bahwa kata Reteh berasal dari

FH1 2383S

ta Seretih. Seretih yaitu nama sebuah kampung diwilayah kekuasaan

A

aja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui

origal

ungai Gangsal akibat peperangan dan pemukiman di sungai yang belum

D10

iketahui namanya sehingga mereka namakan Sungai tersebut dengan

ma asal kampung mereka yakni Seretih yang kemudian menjadi Reteh.™

gnsgo &

ilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang.

ikal bakal Kesultanan Indragiri).

S®) JlIeAS ue

Dokumentasi, Meret 15 2014
‘Dokumentasi, Meret 15 2014

R

nery
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Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang berkedudukan di kota

©

Raja (Rengat). Daerah kekuasan kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan,
QO

fl_;rempuling, Sungai Luar, Anak Serkaden Enok. Sedangkan, Reteh , Igal
©
dan Mande diserahkan oleh Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan
3
sebagai pejabat yang menguasai wilayah Reteh, Igal dan Mande maka
=

%da tanggal 7 Januari 1833 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja
ﬁmg dengan Gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai penguasa di

(]

gilayah Reteh, Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad
Py

gyah.%

Dalam tatanan Pemerintahan, Reteh sejak tahun 1833 sampai
dengan tahun 1858 di bawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung)
dengan pusat pemerintahannya terletak di kemuning. Akhirnya pada
tanggal 7 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan
Belanda dalam pertempurannya di Desa Benteng. Bintan dibubarkan Stbl.

wn
%9 jo 190 tgl. 1-3-1913. Dengan bubarnya Kerajaan Bintan, diutuslah

Ll

éejabat dari Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir ( sekarang
:C%'amat) yaitu Raja Brine, Raja Usman, Raja Rafuh, Tengku Dut, Raja
%ung bin Ja’far, Raja Maksum, Raja Cik dan Raja Husin.

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amit
Reteh diangkat dengan keputusan Presiden yaitu:

Raja Hasan 1916-1917

Nursiwan 1917-1918

qey] JIIBKg uR}NEJo L3181

R

‘Dokumentasi, 15 Maret 2014

nery
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Sultan Palembang 1918-1932
Sidik 1932-193

Mohd. Samin 1933-1935
Mohd. Zein 1935-1937
Mohd. Sirin 1937-1939

H. Bismarak 1939-1941.

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai dengan tahun

06, Kecamatan Reteh mekar menjadi beberapa Kecamatan seperti

d BIsnS NPNRIW endi®ieqo ©

@CKecamatan Keritang, kemudian Kecamatan Keritang Mekar lagi menjadi
Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006
Kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan
Kecamatan Sungai Batang, sehingga dengan demikian seluruh Wilayah
Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat)
bagian Wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 desa dan kelurahan
F;Qecamatan Reteh terbagi menjadi 10 desa dan 4 kelurahan, yang termasuk
galam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro,
gylau Kecil, Sanglar,Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau
gijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku,

<
Sungai Asam dan Sungai Undan.*

2. [Cetak Geografis

Sedikit pemandangan Kecamatan Reteh dengan ibu Kota

ejing

&ecamatan yakni pulau kijang dari perairan saat naik speed boat Letak
<

rfi«\eografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104° 10" Bujur Timur -

oV
§'Dokumentasi 15 Maret 2004
2
=
=
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102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara - 1° 07' Lintang Utara
é@gngan luas wilayah mencapai 1.160.597 Hektar. Iklim di wilayah ini
;_rgalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 Milimeter.*
Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada
dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah £724.75 Km2
atau 72 475. Ibukota Kecamatan Reteh yaitu Kelurahan Pulau Kijang

dengan jarak ke kabupaten (Tembilahan) yaitu sekitar 90 km dan jarak

ke ibukota provinsi (Pekanbaru) yaitu sekitar 360 km. Kecamatan

nely ejxsng NiN ! lw 21d

Reteh terletak pada hamparan dibagian utara Kabupaten Indragiri Hilir
yang berbatasan dengan:
1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Batang
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi

3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang
4. Sebelah Timur dengan Selat Berhala

Adapun transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat di
Kecamatan Reteh ke ibukota kabupaten yaitu dengan speed boat atau
lebih dikenal dengan bahasa setempat pompong. Jalur darat juga bisa
ditempuh dengan kendaraan roda dua tetapi dengan kondisi jalan yang
belum merata pembangunannya hingga saat ini sangat sulit untuk

dilalui terlebih lagi saat musim hujan.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Profil Kecamatan Reteh, 2011

nerny wggey JrreAg uejng yo AJISIdATU) dTWE[S] 3}e}§
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Ada beberapa desa di Kecamatan Reteh yang tidak bisa
ditempuh dengan jalur darat dan tidak mempunyai jalur trayek tetap
untuk trasportasi laut, sehingga harus menyewa boat/pompong jika
akan menuju desa tersebut. Adapun desa tersebut yaitu Desa Sungai
Terab, Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan
Desa Tanjung Labuh. Desa-desa tersebut lebih dekat ke Kuala
Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Keadaan Alam

Kecamatan Reteh merupakan daerah tropis, pergantian musim
hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya
berbagai komoditas kelapa, palawija dan hultikultural, hutan bakau
Nipah dan apai-api yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat
berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat
menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan
dan udang.®
Iklim dan Curah Hujan

Cuaca pada bulan September sampai dengan bulan Februari
rata-rata 186 mm,membuat areal sawah tadah hujan di Kecamatan
Reteh cukup untuk membuat suburnya tanam tersebut. Pergantian
musim hujan ke musim kemarau lahan sawah tadah hujan beralih
fungsi sebagai lahan tanaman kedelai, jagung dan semangka. Didaerah
pesisir, pada musim Barat adalah saat yang dinanti- nantikan oleh

parah nelayan dimana produktifitas ikan dan udang meningkat sampai

g

nery
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melebihi kebutuhan pasar. Sehingga surplus hasil ikan dan udang
dipasarkan di Kuala Tungkal. *°

Kondisi tanah di Kecamatan Reteh sebagian besar terdiri dari
tanah gambut sehingga daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim
tropis basah dengan udara agak lembab. Pada tahun 2020 curah hujan
tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 242 mm, menurun 57 mm
dari tahun 2019. Sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus
yaitu 66 mm, berbeda dari tahun 2019 yang curah hujan terendah
terdapat pada bulan Juli. Adapun hari hujan tertinggi tidak terdapat
pada bulan yang sama dengan curah hujan tertingginya yaitu terjadi
pada bulan November sebanyak 22 hari (pada tahun 2015 sebanyak
17hari). Sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan yang sama
dengan curah hujan terendahnya yaitu pada bulan Agustus sebanyak 7
hari.%’
Penduduk

Kecamatan Reteh merupakan daerah tempat tinggal masyarakat
beraneka ragam suku, di mana suku pertama yang mendiami Reteh
yakni suku Melayu, kemudian di tempati oleh suku -suku lain seperti
suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang, Cina, dan Batak. Penduduk
bermata pencarian Petani, Nelayan, Pedagang, dan Pegawai
Pemerintah. Penduduk Kecamatan Reteh pada tahun 2020 berjumlah
44.598 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 10.676. Rata-rata jiwa
per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa/Kelurahan yang paling banyak

penduduknya adalah Kelurahan Pulau Kijang yaitu 15.037 jiwa dan

N

nery wese)

RMJKec Kecamatan Reteh dalam angka tahun 2020
adan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020
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yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Mekar Sari yaitu
992 jiwa.

Sexratio Kecamatan Reteh adalah 100 menunjukkan bahwa
dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki.
Penduduk laki-laki berjumlah 22.898 jiwa dan penduduk perempuan
berjumlah 21.700 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan
Reteh yaitu 111 orang/km2 yang merupakan masih dalam kondisi ideal
(ideal: setiap 1 km2 jumlah penduduk adalah 1 000 orang atau 40
orang per hektar). Wilayah yang paling padat penduduknya yaitu
Kelurahan Metro dengan 23lorang/km2 dan yang paling jarang
penduduknya yaitu Desa Sungai Terab dengan 11 orang/km2.*®

Tabel 2.1

Penduduk di Kecamatan Reteh
Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah
Desa Laki laki | Perempuan
1 | Sanglar 3079 2955 6034
2 | Pulau kecil 2528 2471 4999
3 | Sungai Undan 1216 1208 2424
4 | Sungai Terab 520 495 1015
5 | Seberang Sanglar 1906 1786 3692
6 | Mekar Sari 503 489 992
7 | Sungai Payung 601 544 1145
8 | Sungai Asam 787 784 1571
9 | Pulau Ruku 920 983 1902
10 | Tanjung Labu 610 566 1176
11 |Sungai Mahang 740 598 1338
12 | Pulau Kijang 7172 7865 15037
13 | Metro 1016 1003 2019
14 | Madani 941 823 1764
Jumlah 22539 22570 10676

umber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e
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Tabel 2.2
®) Jumlah Penduduk Kecamatan Reteh
o Berdasarkan Suku Bangsa
21 No Suku Bangsa Jumlah Persentase
©| 1 |Suku Bugis 15.609 35%
E. 2 Suku Melayu 8.919 20%
5 3 Suku Banjar 7.581 17%
= 4 |Suku Jawa 6.689 15%
; 5 Suku Minang 3.567 8%
= 6 Suku Batak 1.337 3%
o 7 China 891 2%
ssumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020
=
; Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya

%)erakibat pada beraneka budaya ibu yang sulit untuk dipisahkan pada
setiap suku bangsa.Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam
wadah Kecamatan Reteh Pulau selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik,
selalu dihargai, serta senantiasa membaur dalam suatu budaya baru dengan
bercirikan Budaya Adat Melayu

Mata Pencaharian

Mata pencaharian Di Kelurahan Pulau Kijang yaitu pertanian,

58.119[81 a}e

rkebunan dan perternakan. Di Kelurahan Pulau Kijang tanahnya cukup

as yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 3.453

I2AEIN

Elektar, Jagung 03 Hektar, Sayuran 65 Hektar . Kemudian Bidang
«

aerkebunanan yaitu kelapa 14.078 Hektar, Kopi 33 Hektar. Dan bidang

n

EEternakan yaitu sapi 230 ekor dan kambing 400 ekor.

nery wisey jiredg u
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Tabel 2.3
I © Perkebunan dan Pertanian di Kecamatan Reteh
S e
é: PNo Jenis Tanaman Jumlah Lahan Produksi
g o1 Sayuran 65 Hektar
2 ©2 Padi 3.453 Hektar
53 ®3 Kelapa 03.Hektar
c $£4 Kopi 33 Hektar
§ gjmber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dlam angka tahun 2020
§
§ = Tabel 2.4
& ¢, Penduduk Kecamatan Reteh Berdasarkan Pekerjaan
c
+No Jenis Pekerjaan Persentase
T 1 |Petani 30%
12 |Pekebun 20%
¢ 3 |Pegawai Negeri Sipil 10%
4 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 5%
5 Pedagang 10%
6 [Nelayan 15%
7 Buruh 10%

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020

Kelurahan Pulau Kijang sebagian besar penduduknya bermata

pencaharian sebagai petani 30%, disamping itu ada juga bekerja disektor

w»
pemerintahan baik itu pegawai Negeri Sipil 10%,pensiunan Pegawali

()

Negeri Sipil 5%. Disamping itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang
V]

;0%, nelayan 15%, buruh 10%.
c

Kea?iaan Sosial
m

-t
a. é.gama

ng jo A

Dibidang keagamaan Kecamatan Reteh merupakan salah satu

Kecamatan yang sangat berpegang dengan nilai - nilai keagamaan dan

=

%ama Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti
V)

-
i

%)
%Iasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

nery

gj Kecamatan Reteh tidak ada yang Beragama non islam, untuk lebih
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Tabel 2.5
®) Distribusi Penduduk Kecamatan Reteh
oe Berdasarkan Agama
™No| Agama Yang dianut Jumlah Penduduk
D Laki-Laki | Perempuan Jumlah
©1 [Islam 20.037 23.708 43.745
® 2 |Protestan - -
B3 |Katholik - -
£4 Hindu 3 4 -
-5 |Budha/Konhucu - - -
= Jumlah 20.040 23.712 43.752
sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020
c
% Dengan adanya beragam agama secara otomatis akan berdampak

géda adanya beberapa rumah ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat
=

pada tabel berikut Dengan adanya beragam agama secara otomatis akan
berdampak pada adanya beberapa rumah atau fasilitas Ibadah. Berikut

penjelasannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Fasilitas Rumah Ibadah di Kecamatan Reteh

No Jenis Tempat Ibadah Jumlah
C11 Masjid 7
& 2 Mushola 28
4 3 Gereja -
4 4 Vilhara/Klenteng -
-1 Jumlah 35
Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020
(e
éendikan
2
= Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan
«
Q

ggngetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut
Zﬁempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha
«é’emerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan
;’\émerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat

%)
ﬁsik maupun non fisik (mental).

nery
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Pengembangan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari

©

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam peningkatan
QO

@Jalitas sumber daya manusia ini yang sangat berperan adalah dinas
©
pendidikan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas
3
seseorang tersebut semakin tinggi.Sesuai dengan Undang-undang

=
%ndidikan, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hillir sudah
&?engalokasikan 20 % dari dana APBD untuk pendidikan yang bertujuan
»

antuk meningkatkan Sumber daya manusia Kabupaten Indragiri Hilir
gemerintah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir memberikan prioritas
yang sama untuk setiap Kecamatan dalam bidang pendidikan, hal ini dapat
dilihat dengan tersebarnya sarana pendidikan disetiap Kecamatan. Untuk
melihat pendidikan yang terdiri dari sarana pendidikan dan tenaga

pengajar yang ada di setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Reteh

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

o

% Tabel 2.7

i Jumlah Lembaga Pendidikan di Kecamatan Reteh

=No Lembaga Pendidikan Persentase
51 TK/PIAUD 5

~.2 SD/MI 64

53 |SLTP/SMP/MTS 20

<4 SLTA/SMA/SMK 10

% Jumlah 99

Sumber Data: Referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
° 2021

S'J

[%2]
@D
=0
QD
—+
D
>

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan

Friedg ue

asyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah dan merata.

ngan meningkatkan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan

nery wgey
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derajat kesehatan masyarakat. Adapun sarana kesehatan yang dimiliki

~T O
9 % pemerintah Kecamatan Reteh dapat dilihat dalam tabel berikut:
Q'g o Tabel 2.8
33 o Sarana Kesehatan yang ada di Kecamatan Reteh
es| o Praktek
°Ng | Dsa/Kelurahan | Rumah |Puskesmas|Posyandu| Tenaga |Jumlah
& = Sakit Kesehatan
o & [Sanglar - - 1 3 4
> £ Pufau Kecil - - 1 2 3
© % [Sungai Undan - - - 4 4
© 4 |Sungai Terab - - 3 2 2
c 5 [Selerang Sanglar - - - 2 2
~6 |Mékarsari - - - 3 3
27 |Pulau Kijang - 1 2 8 11
£8 |Supgai Asam - s ! 3 3
=9 |Pulau Ruku - g - 1 1
510 [Tanjung Labu - - - 1 1
811 [Sungai Mahang - - - 1 1
312 Metro - - - 2 2
313 [Madani 1 1 - 3 5
214 |Sungai payung - 1 2 3 6
: Jumlah 1 2 4 38 48
Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020
Q
>
§ » Selain menyediakan fasilitas kesehatan pemerintah Kabupaten
< )
% Edragiri Hilir juga mempersiapkan tenaga medis seperti dokter, perawat,
8 2
Z gidan dan lain - lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
= I=
bt g: Tabel 2.9
=- Jumlah Tenaga Medis Yang Ada di Kecamatan Reteh

No ,’.3 Profesi PNS | CPNS |Kontrak| Honor | TKS | Jumlah

1 |Dakter Umum 1 ) - - - 1

2 |Dokter Gigi 1 - - - - 1

3 Bifan 6 - 8 - 9 23

4 |Perawat 8 - 2 - 7 17

5 [Pefawat Gigi 1 - - - - 1

Jumlah 17 - 10 16 43

Sumberata: BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam ang

nery wrsey| ji

ka tahun 2020
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Reteh

g g Kecamatan Reteh merupakan suatu unsur pemerintahan yang berada
o =
édiba(’_\?yah naungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas
gpokgk menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada
gmasgarakat baik secara teknis maupun administrasi. Maka dari itu, diperlukan
3 ~
iésusgan organisasi dan tata kerja yang baik guna menyelenggarakan tugas
gpemgrintahan dan pelayanan masyarakat secara terperinci dan sistematis.

(7))

o Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Peng'rintahan Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dijelaskan bahwa Camat yang
c
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang
bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan juga bahwa selain tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatas camat juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi:*
a) f@engkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b) &engkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
%:cnum
C) ﬁengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
éjdangan
d) Qengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
é)mum

~
e) @Jengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
<
V)
kecamatan

5]

ﬁ'Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

nery
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f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
£ ©
o) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
)
g =
2 tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
2 |5
é_ Relurahan.
e [E
g — Adapun uraian tugas dan fungsi pengurus kantor Kecamatan Reteh
=
asebagai berikut:
&
1. Gamat
-
Q

Adapun tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut:

W)

&

Membantu  Bupati  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam
wilayah kecamatan.

Melaksanakan kewenangan sebagian kewenangan pemerintah

kabupatenc.Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten

2. gékretaris Kecamatan

neny weey fAredg ueHgng jo AjrsraaRa >Eue[sy 33

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai

rikut:

Membantu Camat Dalam Melakukan Pembinaan Administrasi Dan
Memberikan Pelayanan Teknis Administrative Kepada Seluruh
Perangkat/Satuan Organisasi Kecamatan.

Melakukan Pembinaan Dan Bimbingan Kepada Seluruh Pegawali
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Pencapaian Tujuan Organisasi.
Melakukan Koordinasi Disetiap Kegiatan Dengan Instansi Lainnya.

Pembinaan Terhadap Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
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Melaksanakan Pembinaan Administrasi Umum Dan Keuangan .

©
Kasubbag Perencanaan Program

nely eYsSnNSN|IN YIpPw egdio ye

@

o

N d1we[st 23EPS

neny wiseyJriedg ueing @ Ajrs1aa

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Perencanaan Program adalah

bagai berikut :

Merencanakan Program Kegiatan Kecamatan Dan Sub Bagian
Perencanaan Program Pada Kantor Camat Reteh.

Melaksanakan penyususnan dan pembuatan rencana kerja/program
tahunan (RKT), Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Camat Reteh.
Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses
pembahasan sampai menjadi DPAdengan persiapan revisi.
Mengupayakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada Kantor Camat
Reteh

Melaksanakan pengelolaan dan mendistribusikan raskin.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekcam dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
subbag Keuangan

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Keuanganadalah sebagai

rikut :

Merencanakan program kegiatan kecamatan dan sub bagian keuangan
pada kantor Camat Reteh.

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara

- pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.
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Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, membuat laporan
pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap administrasi keuangan
pada Kantor Camat Reteh.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
subbag Administrasi Umum

Adapun tugas dan fungsi Kasubag Administrasi Umum adalah
bagai berikut:
Merencanakan program kegiatan Kecamatan dan sub bagian

administrasi umum pada Kantor Camat Reteh.

b. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai
dengan kepentingan dan permasalahannya

c. Mengatur urusan rumah tangga dan tugas keprotokolan pada Kantor
Camat Reteh.

g.’ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka

a

= kelancaran pelaksanaan tugas.

)

REpaIa Seksi Tata Pemerintahan

neny wisey Friedg uejng o AJIgraArun d

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah
bagai berikut :
Melaksanakan tugas administrasi dibidang pemerintahan Kecamatan,
Pemerintahan Kelurahan Pemerintahan Desa serta dibidang pertanahan
dan kependudukan pada Kantor Camat Reteh.

Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah

Kecamatan.
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Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat
keterangan yang berhubungan dengan pertanahan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

éepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

n Desa adalah sebagai berikut:

Melakukan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi pada Kantor Camat Reteh.

Mengkoordinir dan melakukan pendataan terhadap pemungutan Pajak
Bumi dab Bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah Kecamatan
Penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan
administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil
Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Melakukan pemantauan, pengawasan dan membbuat laporan
pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana ADD Desa dan
melakukan evaluasi kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan.
Melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

pala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
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Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan

daya adalah sebagai berikut :

Memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang
meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan,
peranan wanita dan Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ,
HUT RI, HUT Indragiri Hilir dan peringatan hari besar lainnya.
Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT dan jamkesmas
kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun tugas dan fungsi Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban

adalah sebagai berikut :

nery wisey Jireiy uej[ng y» AJISIdATU) DIWER]S] 3)eINR

Melakukan pembinaan dan pelayanan dibidang ketentraman dan
ketertiban Umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan
petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin gangguan
(HO).

Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah
Kecamatan.

Melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa

diwilayah Kecamatan.
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TINJAUAN PUSTAKA

mplementasi Kebijakan

Istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

llw e1BioeH 0

perrf—gataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh
parai)ejabat pemerintah. Implemetasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor,
khué.mya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah
keb%\kan.40
©

Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan
dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut
dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.*

Menurut Afan Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam
prosés kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah

-

keb@akan dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Implementasi adalah

[

V]
aktifitas dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan

(2}
ters&ut dapat membawa hasil yang sesuai harapan.*?

Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam

JISIdA

pen&rtian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah
»n
pen@;apan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan

imp

gue

mentasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang

11ek

L)

Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press. HIm 148
fSAffan Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:

Pustaka F§lajar.HIm 295

nery
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mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output)

gmaugun sebagai suatu dampak (outcome).*”®

&

g ; Implementasi kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk
=

gm rg'p engaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk
gmer;b eri pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group).
g eb?kan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang
@

berfﬁ’ngsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro
»
mel%atkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah
Desg44
Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara
umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (linkage) yang
memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai output dari suatu
kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup
terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana tertentu dirancang dan
w»

di irfiplementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.*®

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. VVan Horn, 1975 tentang,

OIWER[S] 3

-

The, Policy Implementation Process :A Conceptual Framework”.

menyatakan “policy implementation encompasses those actions by public or

s1a21u(1

prl\@te individuals (or group) that are directed at the achievement of
= .

objegtives set forth in prior policy decisions” yang secara garis besarnya
f =

ber@ti implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan

9p]
<
)

’-{
Blbid. HIm 147
#Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta :

Pustaka Rnélajar Him 88

ﬁWlnarno 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press. HIm 149

nery
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S
-h. ‘ll

oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan

F ©

) Zpadar pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan
T O

r:_rs,sebﬁ?iumnya

2 B

§ o Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang
2 g

[

§d|anggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi.

na% faktor tersebut adalah:

Bueplt_lr[l'.

fUJuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian

mengenal sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar

;;';tuk mengukur pencapaiannya.

b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan
penyusunan kebijakan yang di laksanakan

c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin

terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni

peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan
w»

d. 5ukungan para stakeholder, yakni dukungan dari berbagai pihak yang

IS

grkait dengan implementasi program yang di jalankan

e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan

=]
Eemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan
“t;érsebut serta intensitas sikap tersebut

f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan
%)meerdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat
<
ﬁlempengaruhl kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan
A
%)
Bibid him,149.

nery
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publik tentang kebijakan tersebutlam penyusunan kebijakan yang

s ©

> dilaksanakan.

T o

3y =

§ o Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat
2 =

§ditamk kesimpulan bahwa implementasi merupakan relasi antar aktifitas dalam
2y

[

grangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan
3 ~

«Q

gtersélt mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

Q

=]

@ »

Kor%ep Korupsi dan Anti Korupsi
; Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya
©
melﬁ)atkan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Jonhson
mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran-peran, jabatan-jabatan
publik atau sumber-sumber untuk kepentingan pribadi. Dalam definisi
tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan
dikategorikan korupsi yaitu, penyalahgunaan (abuse), publik (public), pribadi

w»
(pri@te), dan keuntungan (benefit) seseorang atau sekelompok orang yang
n

melggukan tindakan korupsi mula-mula adalah menyalahgunakan kekuasaan
=

-

atau~'wewenang publik yang telah dipercayakan pada dirinya, kemudian
c

=]
digLEiakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya semata, lama-kelamaan

-t

digufiakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya. Hal
Q
sepe}:’-ﬁi ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat bahkan

suddh menjadi budaya dikalangan pejabat publik.*’
0]

N Jraedk

ﬁHandoyo Eko. 2009. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan

Widya Karya. HIm 16
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o
)

Menurut Klifaard, korupsi sebagai tingkah laku menyimpang dari

9eH

ugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang

e o

an .menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau

die

puilg exd!

1Bun

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi

w

entrut Alatas ciri-ciri korupsi sebagai berikut:*®
-

gorupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

B -6
uepg)n ue%un

o

Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
(7))

gorupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
Py

d. @Iereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk

P

menyelubungi  perbuatannya dengan berlindung korupsi dibalik
pembenaran hukum.

e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan
publik atau masyarakat umum.

f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
w»

g. %etiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradikti

h. §uatu perbuatan  korupsi melanggar norma-norma tugas dan
8

Pt

@rtanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar

I2ATU

2]
mengakup unsur-unsur - sebagai berikut: perbuatan melawan hukum:
=4 .
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri
=
= . . : .
sendiri, orang lain atau korporasi; merugikan keuangan negara atau

wn
per%onomian negara; selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi

I

e J

Eibid, him.18

nery
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Di/l.l\_

nd - Yl
C

)

yang lain diantaranya: menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan

gdala% jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan
gnenerlma grafitasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

g E' Jenis-jenis korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 antara
gmet?g i (1) korupsi yang merugikan keuangan Negara, (2) korupsi yang
& e

erhubungan dengan suap-menyuap, (3) korupsi yang berhubungan dengan

Buep%n

pen);@llahgunaan jabatan, (4) korupsi yang berhubungan dengan pemerasan, (5)
kOI’l;;)Si yang berhubungan dengan kecurangan, (6) korupsi yang berhubungan
dengin pengadaan, dan (7) korupsi yang berhubungan dengan greatifikasi/
pemberian hadiah. Di Indonesia budaya korupsi sudah sangat membudaya

bahkan mendarah daging baik korupsi yang dilakukan kecil-kecilan maupun

besar-besaran.

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q
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Menurut Suyahmo penyebab korupsi di Indonesia sifatnya beraneka

ragam, yaitu:*
wn

a. gurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan

Eebutuhan yang mungkin meningkat. Gaya hidup dan kebutuhan para

-
-

%egawai negeri tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

u

eenderung malu dan minder apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan yang

ISI9

Qerba mewah, karena mereka telah dipandang oleh masyarakat sebagai
ggang yang terpandang dan hidupnya serba kecukupan. Oleh karena itulah
=

@aka para pegawai negeri mengambil jalan pintas untuk memenuhi

wn
Kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan korupsi.

i

gSuyahmo. 2006. Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan
Hukum.SQ'narang: Rumah Indonesia. HIm 29
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Kebutuhan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau meluasnya
%rupsi di Indonesia. Tindakan korupsi sudah menjadi budaya yang tidak
%sing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendarah
Eaging. Mulai korupsi yang bersifat menyalahgunakan keuangan negara
ga_mpai pada tindakan suap-menyuap. Misalnya membayar sejumlah uang

=
Iiepada pihak pegawai kelurahan untuk mempercepat pembuatan KTP.

=2
Modernisasi, dengan adanya modernisasi maka terjadi perubahan struktur

g’;udaya di dalam masyarakat kita yang sebelumnya selalu menjunjung
grhggi nilai-nilai dan norma tradisional kemasyarakatan yang selalu
%ementingkan kepentingan masyarakat menjadi masyarakat modern yang
selalu mementingkan kepentingan pribadinya dan selalu berkeinginan
hidup dengan segala kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat. Kondisi
semacam ini menjadikan peluang empuk untuk melakukan tindakan
korupsi didalam masyarakat. Kondisi semacam itu akan mempermudah

munculnya perilaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat banyak,

o)
Aamun menguntungkan bagi pihak koruptor.

gT Menurut Suyahmo akibat buruk atau negatif dari korupsi adalah
agai berikut: *°

éérilaku korupsi mengindikasikan kegagalan pemerintah untuk mencapai
é’jjuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan Kkriteria bagi berbagai
E_;nis keputusan. Dengan adanya korupsi maka kegiatan pemerintah yang
glah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan bias gagal dikarenakan
ggna operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya.

il

%Suyahmo. 2006. Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan

Hukum.SE'narang: Rumah Indonesia. HIm 30
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Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan

©)
adanya praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa
QO

2
menjadi lebih besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang
©

—

Hg’arus menanggung tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras

sembako yang aslinya diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat miskin,
(=
akibat adanya praktik korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras
»
fersebut. Meskipun dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi

=
(W)

tindakan ini sudah termasuk akibat dari praktik korupsi.
0]
Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya

dipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai kalangan
umum justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan
praktik korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang

baik dan mana perbuatan yang tercela.
V)

[hdonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang
1]

[

%mimpin menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang
(2}

&jmimpin melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang
<

%ma. Oleh karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak

-

<
elakukan tindakan korupsi karena kemunngkinan besar akan dicontoh
90}

éteh rakyat kecil.

=

Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi
V)

;émbangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya soal pajak.

%)
&‘Iasyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak

nery
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hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh

©

Regara.
QO

gorupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan
©
wang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan
3
keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan
=

%ng didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat

ccn Menurut Suyahmo upaya dalam pencegahan korupsi diantaranya

(]

2 . . 51
sebagai berikut:
Py

a. Fgémberantasan korupsi lewat jalur preventif perlu ditingkatkan, antara lain

dengan jalan membentuk suatu badan khusus yang bertugas memberantas
korupsi yang meliputi usaha-usaha di bidang preventif yang represif serta
menggunakan pendekatan normative yang melukiskan segi-segi lain dari
masalah korupsi sebagai masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik.
Salah satu upaya preventif adalah telah dibentuknya suatu badan atau
gmbaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah
l%bmisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping sebagai upaya
t%epresif, lembaga ini juga sebagai upaya preventif karena lembaga ini telah
gengkampanyekan visi dan misinya melalui media massa sepertikoran,
édio, televisi, dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini telah masuk ke
%kolah-sekolah untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi. Sekarang

%omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah begitu dikenal oleh

asyarakat luas dan masyarakat diminta ikut serta membantu KPK dalam

eAg3re)|

rangka upaya memberantas korupsi yang telah membudaya di masyarakat.

M J

%Suyahmo. 2006. Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan

Hukum.SE'narang: Rumah Indonesia. HIm 36
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Melalui pendidikan moral secara dini baik pendidikan formal maupun

©

taformal. Dengan adanya pendidikan moral sejak dini maka anak didik
QO

@harapkan dapat berperilaku yang baik atau bermoral semenjak pada usia
©
dini. Pendidikan moral ini bisa diterapkan melalui lembaga formal

w

(sekolah) maupun lingkungan informal (keluarga). Di lingkungan sekolah,
=
Bentuk pendidikan formal yang bertujuan untuk mencegah korupsi adalah
=z
&éngan diberikannya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di

(]

sekolah tentu sangat efektif sebagai upaya edukatif untuk mendidik
?éenerasi muda sehingga berkarakter jujur, bermoral, dan dapat
bertanggungjawab. Sementara untuk lingkungan keluarga yaitu sejak kecil
anak selalu diajarkan untuk berperilaku jujur dan tidak berbohong itu
merupakan perbuatan korupsi yang termasuk sifat tercela dan

menimbulkan dosa

Memperbarui undang-undang tentang tindak pidana korupsi untuk lebih

5

%empertegas tindakan hukum terhadap para pelakunya. Seiring dengan

satnya tindakan praktik korupsi yang terjadi di masyarakat yang

[(@OTWPIS]

ragam jenisnya mulai dari merugikan keuangan negara sampai pada

SAIU

ﬁdakan grafitasi, maka perlu dibuat peraturan hukum yang baru sesuai
ngan perkembangan kebutuhan hukum di dalam kehidupan masyarakat.

eikutsertaan semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya

e[S JogHIsa

@gmerintah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang yang

eA

mengendalikan pemerintah itu sendiri. Masyarakat diharapkan ikut serta

@t_au berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif dalam pelaksanaan

nery w
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penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan secara tidak langsung

©

masyarakat turut serta di dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.
QO
-~

Memperbaiki dan menciptakan birokrasi yang bermental jujur dan
©

—

Perkomitmen terhadap kepentingan rakyat, sehingga dapat memperkecil
3

érjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dengan adanya birokrasi yang
(=

'Ejur dan sesuai dengan kepentingan rakyat maka akan menimbulkan
gepercayaan masyarakat terhadap citra baik pemerintah dalam

(7))
2
Meyelanggarakan perintahan.

nery

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk memberantas di
Indonesia dapat dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan repesif. Namun
dalam hal ini upaya preventif haruslah lebih diutamakan tanpa harus
mengesampingkan upaya represif. Dalam upaya untuk memberantas korupsi
di Indonesia sistem preventif harus diutamakan dari pada sistem represif. Apa
yang sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula.
Korg‘:an pasti banyak, termasuk koruptor dan keluarganya yang jumlahnya
ratu%ian ribu itu. Tidak kurang pentingnya adalah keikutsertaan rakyat dalam
merﬁerangi korupsi, dimulai dengan meningkatnya kesadaran hukum,
pen(ii;dikan dan penerangan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi
tetaé.meluas. Salah satu upaya preventif adalah dengan adanya pendidikan
anti?lvgorupsi pada anak sejak usia dini baik di lingkungan pendidikan formal

»n
mad_'gun informal. Jika sejak dini anak didik sudah diajarkan tentang bahaya
~

koru:jasi maka setelah ia besar menjadi orang yang anti terhadap korupsi.>
<

i jLie

A

$Hamzah, Jur. Andi. 2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara.

Jakarta: %ﬁar Grafika. him 3
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o
)

(=
. Figh Siyasah
©
1. Rengertian Figh Siyasah

QO
; Figh Siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni
©
Bigh dan Siyasah. Secara Etimologis, Figh merupakan bentuk masdhar

| W

dari kata fagaha-yafgahu-fighan yang berarti pemahaman yang mendalam
=

%n akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan.

Buepun-Buepun 16unpuig e3di) yeH

Skcara etimologis Figh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara® yang
(7))

Bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.>®

nery

Menurut Abu al-Wafa Ibn ,,Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti
tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan
dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasullah tidak menetapkan dan
Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.>*

Dengan demikian dapat disimpukan bahwa pengertian figh siyasah
adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan
_glalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan

»

@an mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “Figh

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

ﬁyasah ” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal

A

atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk

I

A3

Bukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

S'J

Rekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari“at untuk

ewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa figh siyasah dalam arti populer

Jrrefg uej

ZMujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta: Belora Aksara Pratama, 2008). him 2
%Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ibid. him. 9

nery
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adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam

(©)

pranata sosial Islam. >

Berdasarkan definisi di atas Figh Siyasah, ilmu pemerintahan

gara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh

lw2idio ye

Emat manusia, berupa hukum penetepan hukum, peraturan dan kebijakan
geh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk
%ewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari
%rbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan
@érmasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalaninya.
Ruang Lingkup Figh siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi
AshShiddieqy malah membagi ruang lingkup di Figh Siyasah menjadi
delapan bidang, yaitu:
Siyasah Dusturiyah Syar‘iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
Undangan)
Siyasah Tasri"iyyah Syar“iyyah (Politik Hukum)
Siyasah Qadha ‘iyyah Syar "iyyah (Politik peradilan)
Siyasah Maliyyah Syur “iyyah (Politik Ekonomi dan Monenter)
Siyasah Idar "iyyah Syar‘iyyah (Politik Administrasi Negara)
Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syariyyah (Politik Hubungan
Internasional)
Siyasah Tanfidziyyah Syar“iyyah (Politik pelaksanaan Perundang

Undangan)

qey] Jrredy uej ngJo APsIa AU QIWES] 3je}g

J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), him. 2

uwis
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Siyasah Harbiyyah Syar"iyyah (Politik Peperangan).®®

©
Rembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

nely e)sAg NIN!lw ejdi®ye

P

uFngyo APsIaATu) dIWe[S] 3383S

Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga
yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau
eksekutif.
Politik Luar Negeri, bagian ini mencangkup bagian hubungan
keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non
muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum
perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim
dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan
Internasional.
Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang
sumbersumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja
negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak,
perbankan®’

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Figh Siyasah dapat di
roleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah
ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan

rkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

him. 15

Jiteas

usgse

nery

uhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014)

‘Ibid. him. 16.
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£
)

Siyasah Dusturiyah

% ? Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang
X

;C)’_dasa;_; yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan
2 B

é;pengjasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang
gdite;puh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan
écleméiga. Sedangkan Siyasah Tasyri'iyah berkaitan dengan undang-undang
@ o

dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.
-

Q
Adapun Siyasah Qadhaiyah merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan

peraa‘f)uran perundang-undangan yang berlaku.

Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara
pen&%usan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pila%penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini

&
juga;amembahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal
c

baIiE-antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang
()

waji dilindungi.®
S

(0]

LY

Dalam buku figh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari

ng

Siya;Eah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil

wn
oletﬁkepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal

I

M J

A

#Muhammad Igbal, Figh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta:

Pranamedia Group 2014), h. 177

nery
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ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara,

©

karema hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu
QJ

eha'rmonlsan antara warga negara dengan kepala negaranya®®

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat

[lw eydl

dikategorikan sebagai tasyri karena secara definitif, tasyri adalah kata yang
(=

iambil dari lafazh syari“ah yang artinya “jalan yang lurus”. Secara
»

ternfinologis, tasyri diartikan oleh fugaha sebai hukum-hukum yang
-

Bueg_un-ﬁuepun gﬁunpuu’g e;dn:)}\_qen

Q
diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui
0]
peréntara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut
atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah

manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

pekerti.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan

komipleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siayasah dusturiyah

oY)
-~

umu:mnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-

V]
ayatzal-Quran maupun hadis, maqosidusy syar"iyyah, dan semangat ajaran
(2}

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

Islarﬁ di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah
=

bagd&imanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut

mer‘@adi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan

yang’ dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

dala%nnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.®

Juredg

%Suyuthl Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 5993) h. 39
Bibid, h. 47

nery
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Bidang siyasah tasyri“iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi,

©

perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam

)
=

satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan
©

Belaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

3

Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,
=

&rsoalan bai"ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
2z

g)ldang siyasah gadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
(7))

x -
peradilan
Py

éidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah

administratif dan kepegawaian

Konsep Kepemimpinan Ulil Amri

1.

Definisi Kepemimpinan
Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa

Kiggris, leadership yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader
o)

-

()
berarti pemimpin dan akar katanya to lead yang tekandung beberapa arti

V]
iang saling erat berhubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah

c
E<!i awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun,

9

(?;lenggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.®
Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk

enggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat,

D

lam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang

M jurekg ugng jo A

®Baharuddin & Umiarso, Kepemimpinana Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2@16), him. 47

nery
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dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih

©

tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang
QO
2

dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu
©

—

g’isebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian

muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).®?

(=

= Kepemiminan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan
@)

grang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain,

=
W)

s;grta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis untuk
%encapai tujuan yang diingikan.

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan
menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua
aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh

Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun

Hingga akhir zaman kelakersama.®®

a

@il Umri

3

= Ulil Amri adasalah salah bentuk atau konsep kepemimpinan dalam
(e

Eiqh Siyasayah. Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang
()

I

terkandung dalam kata amr. Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah
S

Q
(Sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu,
=

g'aeputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh

Hedg

%{/eithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012), him.1-2.

8Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam

Organisa§', (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 29.

nery
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tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan

(©)

kepemimpinan.*

Secara istilah ulil amri menurut beberapa para ahli pemikir mempunyai

dio ye

makma yang bervarian antaranya Muhammad Abduh mengartikan ulil amri

w

ebagai golongan ahlulh{alli wal,,aqdi> atau sekelompok orang-orang Islam
angahli bisa disebut juga umara>* (pemerintah), hakim, ulama, pemimpin
miligr atau orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat
dala:r:n masalah publik.®®
g Menurut Syaikh Abd Al-Rahman bin Nashr al-Sa“id bahwa yang
dimgksud ulil amri adalah imam-imam kaum muslim atau sebagai penguasa
yang jabatannya paling tinggi atau bisa disebut sebagai amir, gadhi>, orang
yang memiliki kekuasaan yang mengatur segala urusan baik dari hal kecil
maupun hal besar.®®
Menurut Fachrudin ulil amri adalah seorang pemimpin yang diberikan
tugag,3 untuk mengurus segala urusan seperti pemerintahan, keamanan,
perjgangan, dan pembangunan-pembangunan di negara yang bersifat umum.
Sed%gkan menurut Abdul Wahab Khallaf ulil amri dilihat dari lafad al-amr
yani bermakna perkara atau keadaan yang bersifat umum karena dapat
berr%bungan dengan masalah agama atau dunia, dalam hal ini ia mengartikan

-t
ulil @mri dalam masalah dunia adalah raja, atau pemimpin sedangkan masalah
S

agarﬁa adalah para mujtahid dan ahli fatwa.®’
»n

n

B\ fuhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. “Konsep Kepemimpinan Dalam Persfektif Islam”

Vol. 19, -ﬁ(’) 01, Januari-Juni 2014, 43

®Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur"an Dan Implikasinya Dalam

Masyarakat Muslim, Jurnal Ushuluddin, Vol, XVII. No, 1, Januari 2011, h. 118.

Abid, him. 119.
&Toto Tohir, Ulil Amri dan Ketaatan Kepadanya, Jurnal, Vol, XVIII, No. 3. September

2002, hing; 270-271.
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Peraturan Kepala Daerah

o

ngertian Peraturan Kepala Daerah

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Z=dio e

omor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
alam pasal 1 disebutkan®:

Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan
bupati/walikota.

Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan

daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai

nely esfsns NIF X Igw

penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

@

Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur
kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah.

=

Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan
kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014%

[S1 @3elS

yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturan daerah adalah

e

eraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

_gD

9AIU

Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan

JISIX

daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelenggarakan

A

tonomi daerah dan tugas pembantu, daerah membentuk perda. Dalam

Ing jo

gayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

S

EAyat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu:

%peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan

Berita Dagrah

BUndang-Undang No. 23 Tahun 2014

nery
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Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.™

Selain muatan materi tersebut, perda juga dapat memuat materi

uatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
enurut bagaimana bahwa daerah memiliki fungsi internal dan fungsi

sternal, yaitu:

Fungsi stabilitas

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan
yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat didaerah. Kaidah
stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan
kerja, pengaturan kerja, tata cara perdagangan, dan lain-lain. Demikian
pula, dilapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula
berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.
Fungsi perubahan

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan
masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, mekanisme kerja maupun
kinerjanya itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi
sebagai sarana pembaharuan (law as social enggeneering, ajaran
Roscoe Pound).
Fungsi kemudahan

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana

mengatur berbagai kemudahan (Fasilitas). Peraturan daerah yang berisi

A
4

wHasyimzoem, Yusnaini dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: PT. Raja Grafindo
Persada, 2017), h.146
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ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan
dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentif lainnya
merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan.
Fungsi kepastian hukum

Fungsi kepastian hukum (rechtzekerheid, legal certainty) asas
penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum
(rechhandeling)  dan  penegakan = hukum  (rechthanhaving,

echtsuitvoiring).”

nely e)xsng NiN yIwedio ey @

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya
tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah
disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang
menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan ke
masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang

diatur oleh hukum.”

1S

Benetapan Peraturan Daerah

Dalam hal penetapannya, Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah

Twejsy 3

@

rmuat dalam pasal 5, sebagai berikut:

Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan
oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.

Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan

kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.

M JIIeAQ uejn&yo AjIsIagiu)

4

Hasyimzoem, Yusnaini dkk, Ibid, h.147
Ishaq, Dasar-Dasar IImu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.13

URSE
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Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala
daerah tertentu kepada masyarakat.

edudukan Peraturan Daerah

Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999

sebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan

Buepun-Buepun !ﬁctgpumo eydiD yeH

eraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan

¥SES NN M!1w KdioYeH o ©

l%epala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang
gersifat in abstracto).

Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala

daerah Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999”

disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan

Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan kepala daerah

yang» dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang bersifat in

oY)

abstgacto).

I

V]
2 Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala

pJ

daer:gh Agar Perda dan Peraturan Kepala Daerah dapat berfungsi secara
<

efekdif, harus dilakukan hal diantaranya:
<

a. Mensosialisasikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan
»n

=
menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, terutama stake holders

u

%ﬂang bersangkutan.

I

qe) J

UU No. 22 Tahun 1999

R

nery
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Melakukan upaya penegakan hukum khusus perda..sesuai ketentuan

b

&

UIN SUSKA RIAU

undang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran
da dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai
aturan perundang-undangan, yaitu penyidik dari Polri dan penuntut dari
aksaan. Di samping itu, melalui perda dapat juga ditunjuk pejabat lain
g diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

tentuan yang termuat dalam perda.

= i — -y c
© Bak Biptdfmi Ik UIK S@ka Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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@ ; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang
[
3 =
§Pen§<elenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menjadi salah satu upaya
& [E
§pen§rintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengatasi permasalahan korupsi
=]
@ o

sejak dini, karena korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat
krus%l dan menjadi perhatian di Indoensia saat ini, karena bukan hanya dapat
merg—t)éikan bangsa dan negara, tetapi juga merugikan diri sendiri dan orang
lain.

Kecamatan Reteh yang merupakan salah satu daerah yang berada di
wilayah Kabupaten Indragiri Hilir juga turut serta melaksanakan pendidikan
anti korupsi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang

ada di kecamatan tersebut yaitu pada:
w»

Lol

1. %MP N 1 Reteh

2. §MP N 2 Reteh

8

3. SMP N 3 Reteh
c

4. §MP Islam Alhisniyah

Bentuk Kegiatan pendidikan anti korupsi di Kecamatan reteh sendiri

A31SI19

bera&sarkan hasil penelitian bahwa materi anti korupsi tidak dimuat khusus
dalazh Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP), melainkan hanya di
inteé?asikan pada mata pelajaran yang sudah ada seperti Pendidikan Agama
Islal% dan Pendidikan Kewarganegaraan yang selaras dengan bentuk

pené;idikan berkarakter yang dimuat dalam kurikulum 2013.

nery
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Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pelaksanaan

%Per%ran Bupati Indfragiri Hiir Nomor 49 Tahun 2019 tentang
épengelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidkan Sekolah
gM r?é ngah Pertama di kecamatan Reteh adalah aspek Komunikasi, Sumber
gday;%d an disposisi (Sikap dari pelaksana)

g: ; Dalam hal pelaksanaan peraturan mengenai pendidikan anti korupsi
@

ters@ut terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksaan nya diantaranya
2

adalkah:
2

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Reteh mengenai peraturan tentang pendidikan anti korupsi

2. Seminar atau workshop pelatihan anti korupsi yang dilakukan oleh
kejaksanaan Negeri Tembilahan bersama Aparat Penegak Hukum sektor
Kecamatan

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah:
w»

1. ﬁosialisasi yang dilakukan kurang maksimal dan hanya dilaksanakan

D

sekali
B-

2. lglinimnya pengetahuan oleh pihak satuan pendidikan mengenai peraturan

ATU

Eendidikan anti korupsi

3. fldak adanya kebijakan khusus sebagai aturan turunan yang seharusnya
dibuat oleh Koordinator Pendidikan Wilayah kecamatan mengenai
&
pendidikan anti korupsi
s

4. Reterbatasan Sumber daya seperti Sarana dan prasarana serta minimnya

3

naga pendidik yang memahami materi tentang korupsi

neny wigey[
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Berdasarkan Pembahasan mengenai pelaksaan Peraturan Bupati

glndré@giri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan

;f;_anti;korupsi pada satuan pendidikan menurut tinjauan Figh Siyasah yaitu
°

%berlé‘;éitan dengan kajian Siyasah Dusturiyah yang bekaitan dengan Politik

§Pert;%dang-undangan atau  Siyasah Tanfidziyyah  Syar“iyyah  (Politik

gpelagsanaan Perundang-Undangan) masih belum terlaksana secara maksimal,

@ o

karepa masih adanya beberapa faktor penghambat sehingga dapat menggangu
-

Q
dalam proses pelaksanaan.

QO
<]

Saran
Saran dari penulis untuk permasalahan Pelaksanaan Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan
anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah Dinas
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih masif melakukan koordinasi
den@cgn Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Reteh, bagaimana

o
ked(g)annya dapat membuat kebijakan khusus untuk satuan pendidikan di

8

kecamatan Reteh mengenai pendidikan anti korupsi, serta menyelesaikan
¢

=]
beb%fapa persoalan yang menjadi faktor penghambat dalam proses

-t

2]
pelaksanaan.
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FOTO DOKUMENTASI
Wawancara dengan Bapak Ahmd Ghazali, S.Pd Kepala
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah
dan Kaur Kurikulum SMP N 1 Reteh

Marif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMP N 1 Reteh
dan guru pendidikan Agama Islam SMP N 2 Reteh

Wawancara dengan kepaiia sekolah, Kaur Kurikulum

ultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N

UIN SUSKA RIAU

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
“Lc:ﬂ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
= (=



Wawancara dengan Wakil Kepala sekolah
dan kaur kurikulum SMP N 3 Reteh
awancara dengan kepala sekolah dan guru pendidikan
kewargenegaraan SMP Islam Alhusniyah

W

f Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_c:l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
= = a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
H|) b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
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Dokumentasi bersama Staff Koordinator
Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh
Dokumentasi wawancara bersama Guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMP N 3 Reteh

ultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_c:l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
m... .nm

UIN SUSKA RIAU
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LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI
INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH”, yang ditulis
oleh:

Nama. - Muhammad Hifzil
NIM : 11820414581
Program Studi  : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal  : Senin, 11 April 2022
Waktu :08.00 WIB
Tempat - Ruang Munaqasah Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 April 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji [
Drs. Arifuddin, MA

Penguji I1
Dr. H. Zul Ikromi, Le., M.Sy

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas| Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag,
NIP. 19750801 200701 1 023
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v, JURNAL HUKUM ISLAM
o m : Journal For Islamic Law

W

Jo¢

00 JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
» T ~\o\' Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
For ls\a‘“ www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 — 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : MUHAMMAD HIFZIL
NIM 11820414581

Program Studi: HUKUM TATA NAGARA

Judul . Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019
Tentang  Penyelenggaaan Pendidikan Anti Korupsi Pada satuan
Pendidikan Menurut Tinjauan Figih Siyasah

Pembimbing : Afrizal Ahmad, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang
telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 April 2022
by - Pimpinan Redaksi

Dr. M. AlpiSvahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

nery wi¢



NVIY VYSAS NIN

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep iUl sin} Ay yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw sepn uedynbuad *q

‘yejesew njens uenefun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuadsy ynun eAuey uedynbuad ‘e

KEMENTERIAN AGAMA
g ():¥  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
5" 'ﬁ&% FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%ﬁ i;! Ug)'.s." q a:JJ.u.d| cul’_—.
m—;@ﬂ FACULTY OF SYARI’AH AND LAW
JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
UIN SUSKA RIAU Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nery ur¢

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul, PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI
HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH
SIYASAH, ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD HIFZIL

NIM - 11820414581

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SELASA /15 JUNI 2021

Narasumber : HAIRUL AMRI, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Kepala Sub. Bagian Akademik Narasumber
l :’éls S—
Jalin s, S.Ag. Hairul Amri, MA

NIP. 19750801 200701 1 023 N IP. 197308232001121003
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ._
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) JI. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/7,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor :
503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45396 Tanggal 10 Maret 2022, Tentang Pelaksanaan kegiatan Riset dan
Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMMAD HIFZIL

NIM . 11820414581

Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1

Alamat : Lr. Ampera RT.002/RW.006 Pulau Kijang

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA  SATUAN
PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Lokasi Penelitian : 1. KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN KECAMATAN
RETEH

. SMPN 1 RETEH

. SMPN 2 RETEH

. SMPN 3 RETEH

. SMP ISLAM AL-HUSNIYAH

uhLrWN

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya
dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 17 Maret s/d 17 Juni
2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan
dalam penelitian ini.

Tembilahan, 17 Maret 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABUPATEN INDRAGIRI HILIR
bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2\

\
4,
’,\
./P.‘ 1
NCO0) i

ALUDDIN, S.S0s, M.Si
-Pémbina
NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

nery wis
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN RETEH
Jalan Penunjang, Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kode Pos 29273

nery wi

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 017/KORWIL-RTH/111/2022

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tembilahan Nomor :
070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/72 Tanggal 17 Maret 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : MUHAMMAD HIFZIL

NIM : 11820414581

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S1. HUKUM TATA NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh dengan Judul Skripsi :

“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH”

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini dikeluarkan agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya

Tembusan :
1. Kepala Kesbangpol Tembilahan
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 RETEH

Jalan SMP Pulaukijang Kecamatan Reteh e-mail : Kode Pos 29273

SURAT KETERANGAN
Nomor : 034 /111/2022 /422

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

| Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HIFZIL
NIM : 11820414581
Prodi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul Skripsi
“Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang
Penyelengaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan
Fiqih Siyasah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Reteh Kecamatan Reteh” dari
tanggal 17 Maret s/d 17 Juni 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan scbagaimana

mestinya.
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 RETEH

Jalan : Penunjang Pulau Kijang Kec.Reteh Kab. Indragiri Hilir Kode Pos 29273
T A S R

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor: /13 /2022 / 422

Sesuai dengan surat dari KEPALA BADAN  KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45396 Tanggal
10 Maret 2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD HIFZIL

NIM 1 11820414581

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
JUrusan : 5.1 HUKUM TATA NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di SMP NEGERI 2
RETEH dengan judul Skripsi :

"PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN
FIQIH SIYASAH"

Demikianlah Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini dikeluarkan agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kijang, 21 Maret 2022

*'Kepala’SMPN 2 RETEH

-

 MOHD. NURDIN, S.Pd
NIP[ 19630515 198601 1 001

nery wr
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

SMP ISLAM ALHUSNIYAH

Alamat: Kampus Alhusniyah JI. Kelapa Gading No. 4 Pulau Kijang, Kecamatan Reteh
Kabupaten Indragiri Hilir-Riau 29273 Telp. 0768 329549

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2% /422/111/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Islam Alhusniyah Pulau Kijang Kecamatan

Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD HIFZIL
NIM - 11820414581
Jenjang 81

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Program Studi : Hukum Tata Negara

Adalah benar telah melakukan penelitian di SMP Islam Alhusniyah Pulau Kijang dengan judul
“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH”.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

nery w
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubsmur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 38117PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

—

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISETO
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat

Permononan Hiset dari : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor :
Un.04/F 1/PP.00.9/1826/2022 Tanggal 8 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada;

1. Nama : MUHAMMAD HIFZIL

2. NIM/KTP : 11820414581

3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

4. Jenjang 8

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian . PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian :  KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
Dengan ketentuan sebagai berikut:

. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tanggal rekomendasi ini diterbitkan,

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapal memberikan kemudahan serfa membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
8 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DIKAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS! RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

nery wr
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\/ﬂ RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Hifzil, lahir di Sanglar, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 Februari 2000.
Merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda H.M
Taher dan Ibunda HJ. Junaidah. Memulai pendidikan pada
tahun 2006 pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 007
Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau dan Lulus pada tahun 2012. Setelah itu
penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah
Pertama di SMP Negeri 1 Reteh selama 3 (tiga) tahun yakni
r| tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Tamat dari sekolah menengah
ertamax penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas
SM@J\Iegeri 1 Reteh pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kemudian
ada taljun 2018 berkat dukungan serta do’a restu dari kedua orang tua tercinta,
nullsCmeIanJutkan pendidikan Strata-1 (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri
atnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari’ah
Hukum dengan Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis telah melaksanakan Magang selama 2
ua) bulan di Kantor Advokat Yusuf Daeng dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
ama 2 (Dua) bulan di Kelurahan Sakato, Pekanbaru, Riau. Selain itu penulis
a aktif di beberapa kegiatan Organisasi baik Internal maupun Eksternal
ampus untuk mengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter
gepemimpinan. Di anataranya seperti pernah menjabat Sebagai sebagai Sekretaris
Bmum Jkatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SULSEL)
%abangSPekanbaru periode 2020-2021, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan
gHM)) Hukum Tata Negara periode 2021-2022, Wakil Ketua Umum Asosiasi
@ahas@va Hukum Tata Negara Se-Indonesia periode 2022-2023, dan tercata
bagalEkader aktif serta pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang
gekanba’ru Periode 2022-2023.

_‘ Berkat Rahmat Allah Subhanahu WaTa’ala serta do’a dan dukungan dari
orang- o1§ang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Studi dengan
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49
Tahun2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan
Pendidikan Menurut Tinjauan Figqih siyasah” dibawah bimbingan Bapak
Afrizal Ahmad, M.Sy. Berdasarkan Hasil Ujian Munagasah (ujian skripsi) pada
tanggal 1 April 2022, penulis di nyatakan LULUS dengan predikat Coumlaude
(Sangatj\/lemuaskan) dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bismillghirrahmanirrahim do the Best Because Allah, Yakin Usaha Sampai.
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